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IMPLEMENTASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 











Penelitian dengan judul Implementasi Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura dengan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana 
Implementasi Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Pada Badann Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Jayapura, dimana instrument utama yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data melalui 
tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data, dengan memfokuskan pada 3 indikator utama 
yang berkaitan dengan program  dan kegiatan tahunan pada badan tersebut. 
Hasil analisis menggambarkan bahwa Penyusunan rencana pembinaan karir PNS, indicator 
tersebut sejauh ini telah tercantum dalam program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura 
dan dalam tahap pelaksanaan program dimana salah satu kegiatan dalam pembinaan karir tersebut yaitu 
keterlibatan pegawai dalam sejumlah pelatihan yang diadakan baik oleh Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jayapura maupun oleh instansi lainnya. 
Kenaikan Pangkat PNS, pada indicator ini proses pengusulannya sedang berlangsung dan pada 
prinsipnya semua pegawai diberikan kesempatan yang sama dalam pengurusan dan pengusulannya 
khususnya bagi para pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan kelayakan yang telah ditetapkan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
Ujian Dinas Tingkat I & II, program yang ditetapkan pada program kerja di Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Jayapura salah satunya adalah ujian dinas tingkat I dan II, program tersebut dalam 
tahap pelaksanaan pada saat ini dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Program merupakan suatu  instrumen 
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah. Program 
merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri 
dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus 
dilaksanakan untuk mencapai masing-masing 
sasaran. 
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 
dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, 
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, 
peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan 
kapasitas sumberdaya manusia. Mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana 
fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam 
program dan kegiatanSatuan Kerja Perangkat 
Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi 
pada pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja 
Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan 
strategis jangka menengah yang tercantum dalam 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
serta sebagai proses penyusunan Rencana 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .  
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan 
teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini 
telah terjadi perubahan yang besar sekali, 
diantaranya adalah diwujudkannya tata 
kepemerintahan yang demokratis (democratic and 
good governance). Upaya mewujudkan sistem 
pemerintahan yang demokratis, bersih dan 
berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan 
pemerintahan di zaman modern sekarang ini.  
Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, 
diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan 
serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi 
insan yang berkualitas, profesional dan 
bertanggung jawab dalam menangani berbagai 
permasalahan sehingga keberhasilan yang telah 
dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta 
diarahkan pada peningkatan Sumberdaya Manusia. 
Peningkatan Sumberdaya Manusia dan 
profesionalisme pada Aparatur Negara terus 
ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara 
yang dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara profesional, jujur, adil dan 
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan dan pembangunan. 
Kegiatan perencanaan dan penganggaran 
Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 
44 
 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, dimana 
Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah. 
Mengingat rencana tahunan merupakan 
dokumen perencanaan yang yang lebih operasional, 
maka unsur pokok yang terkandung didalamnya 
juga berbeda dengan yang lazim terdapat dalam 
rencana jangka menengah atau rencana 
pembangunan jangka panjang. Bintoro 
Tjokroamidjojo (1976) menyatakan dalam bukunya 
bahwa sebagai suatu perencanaan yang lebih 
kongkrit dan operasional, rencana tahunan paling 
kurang harus memuat unsur-unsur pokok sebagai 
berikut: 
a. Program dan kegiatan apa yang perlu dilakukan 
pada tahun bersangkutan berikut spesifikasi 
lokasi dan rincian aktifitasnya. 
b. Siapa yang akan melakukan dan bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan program dan 
kegiatan tersebut, berikut tata hubungan kerja 
antara unit. 
c. Jadwal waktu pelaksanaan program dan 
kegiatan tersebut berikut kebutuhan dana 
sumber pembiayaan. 
d. Bentuk keluaran (output) dan hasil (outcome) 
yang diharapkan dapat dihasilkan melalui 
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. 
Untuk dapat menyusun sebuah rencana 
tahunan yang baik dan operasional, maka aspek-
aspek yang perlu dilakukan menurut Bintoro (1976) 
paling kurang adalah sebagai berikut: 
a. Review yaitu tinjauan dan evaluasi terhadap 
tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan 
proyek pada tahun sebelumnya berikut 
permasalahan dan kendala yang dihadapi. 
b. Forecast, yaitu melakukan perkiraan 
(proyeksi) tentang perkembangan kondisi 
tahun depan yang akan dilalui oleh rencana 
tersebut. 
c. Resource Assessment yaitu penilayan terhadap 
ketersediaan dan kecukupan sumberdaya yang 
dimiliki daerah bersangakutan khususnya 
menyangkut dengan dana pembangunan, 
jumlah dan kualitas tenaga kerja serta aperatur 
daerah dan sumber daya alam yang dimiliki. 
d. Policy Formulation yaitu perumusan kebijakan 
pembangunan daerah untuk tahun 
bersangkutan setelah memperhatikan hasil 
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 
tahun berjalan, peramalan kondisi social 
budaya dan penilaian terhadap sumber daya 
yang tersedia. 
e. Programming and Activity Planing yaitu 
penyusunan program dan kegiatan 
pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 
bersangkutan yang direncanakan secara rinci 
lengkap dengan indicator dan target kinerjanya 
serta bagian atau unit yang akan melaksanakan 
dan bertanggung jawab.   
Memperhatikan uraian dan latar belakang 
tersebut, maka penulis memilih judul 
“Implementasi Rencana Program dan Kegiatan 
Tahunan Pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jayapura”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian 
ini adalah : Bagaimana implementasi programdan 
Rencana Tahunan pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Jayapura? 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuannya dilakukan penelitian dengan 
judul dimaksud adalah untuk mengetahui 
implementasi program dan Rencana Tahunan pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura 
2. Kegunaan Penelitian 
Melihat latar belakang dan rumusan masalah 
tersebut di atas, manfaat penelitian ini adalah : 
1) Dapat dijadikan masukan pada instansi terkait. 
2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 
bagi pihak lain. 
3) Berguna untuk menambah pengetahuan dan 
acuan pada peneliti selanjutnya. 
4) Memberikan pengalaman kepada peneliti 
untuk menerapkan dan memperluas wawasan 
penerapan teori dan pengetahuan yang telah 
diterima di dalam perkuliahan pada kegiatan 
nyata. 
1.4. Metode Penelitian 
1.4.1. Tipe dan Dasar Penelitian 
Penelitian ini penulis susun dengan jenis 
penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang suatu masyarakat 
atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran 
tentang suatu gejala atau hubungan antara dua 
gejala atau lebih. Selanjutnya dasar dilakukannya 
penelitian ini akan menggunakan teknik survey, 
dimana peneliti secara langsung melibatkan diri 
dilapangan untuk mengetahui secara jelas mengenai 
permasalahan yang dijadikan focus penelitian ini. 
1.4.2. Unit Analisis 
Unit analisis pada penelitian ini adalah orang-
orang atau pegawai yang terlibat baik secara 
langsung ataupun tidak langsung dalam 
implementasi program kerja tahunan pada Kantor 




Dengan besaran populasi 53 pegawai pada 
badan kepegawaian daerah Kabupaten Jayapura 
tersebut, peneliti akan menentukan beberapa orang 
yang dipandang berkompeten dalam 
mengimplementasikan program kerja tahunan pada 
instansi tersebut, dimana pihak-pihak yang akan 
dijadikan informan adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jayapura 
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Program  
3. Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai 
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
1.4.4. Definisi Operasional 
Definisi operasional yang digunakan pada 
penelitian ini adalah: 
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 
Dalam praktek pengembangan karir lebih 
merupakan suatu pelaksanaan perencanaan karir 
seperti yang diungkapkan oleh Handoko (2000), 
bahwa pengembangan karir adalah peningkatan-
peningkatan pribadi yang 
dilakukan  seseorang  untuk mencapai suatu 
rencana karir. proses pengembangan karir dalam 
suatu pendekatan formal yang diambil organisasi 
untuk memastikan bahwa orang-orang dengan 
kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada 
saat dibutuhkan. Sehingga pengembangan karir 
dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan 
adanya peningkatan-peningkatan status seseorang 
dalam organisasi dalam jaluir karir yang telah 
ditetapkan. 
2. Kenaikan Pangkat PNS 
Yang dimaksud dengan pangkat adalah 
kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang 
pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang 
digunakan sebagai dasar  penggajian. Oleh karena 
itu setiap pegawai diangkat dengan pangkat 
tertentu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan 
yang diberikan atas pengabdian pegawai yang  
bersangkutan terhadap instansi tertentu 
3. Ujian Dinas Tingkat I & II 
Suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat 
Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata 
Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat 
dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi 
persyaratan lain yang telah ditetapkan. 
1.4.5. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan 
data dilapangan, instrumen pada penelitian ini 
adalah kuesioner dan wawancara. 
1. Observasi 
Adalah pengamatan suatu kejadian yang ingin 
diteliti berdasarkan pada sejumlah pertanyaan yang 
telah dibuat oleh peneliti berupa variabel-variabel 
tertentu yang akan diteliti. 
2. Wawancara 
Adalah tanya jawab secara langsung antara 
peneliti dan informan sesuai dengan pedoman 
wawancara yang ingin digunakan oleh peneliti. 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman 
wawancara terstruktur. 
3. Dokumentasi 
Adalah pencarian suatu data atau variabel dari 
sumber berupa dokumen-dokumen yang bisa 
berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya 
monumental. 
1.5.6. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk 
angka. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Diperoleh melalui wawancara pada 
responden dengan menggunakan 
kuesioner yang telah disediakan 
b. Data Sekunder 
Data yang didapatkan dari Kantor Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Jayapura, berupa data jumlah pegawai. 
1.5.7. Teknik Analisis dan Pengukuran 
Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis model interaktif dengan langkah-langkah  
sebagai berikut : 
1. Reduksi Data 
Tahap ini dilakukan melalui proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. 
Hal ini dilakukan dengan menajamkan, 
mengolongkan, mengarahkan, dan membuang data 
yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data 
dengan cara sedemikian rupa. 
2. Penyajian 
Pemaparan data yang telah disistematisasikan 
sesuai dengan variabel penelitian. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan 
penelitian, maka penelitian  yang dilakukan 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 
dengan penyajian hasil temuan dan kesimpulan 
analisis dalam bentuk deskriptif naratif.  
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Implementasi 
Secara  umum  istilah  implementasi  dalam  
kamus  besar  bahasaindonesia  berarti  pelaksanaan  
atau  penepatan.  Istilah  suatu  
implementasibiasanya dikaitkan dengan suatu 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapaitujuan  
tertentu.  Implementasi  menurut  Suharno  
(2008:187)  implementasikebijakan publik 
merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan 
salah satutugas pokoknya, yakni memberikan 




Menurut Wibawa (dalam hessel dkk, 2008:7) 
implementasi kebijakan merupakan  pengejawatan  
keputusan  mengenai  kebijakan  yang  
mendasar,biasanya  tertuang  dalam  suatu  undang-
undang,  namun  juga  dapat  berbentukinstruksi-
instruksi eksekutif yang penting atau keputusan 
perundangan. Keberhasilan  implementasi  
kebijakan  sangat  berkaitan  erat  denganbeberapa 
aspek diantaranya pertimbangan para pembuat 
kebijakan, komitmendengan  konsistensi  tinggi  
para  pelaksana  kebijakan,  dan  prilaku  sasaran. 
2.2. Pengertian Perencanaan 
Harold Koontz dan Cyril O’Donnel misalnya 
menyatakan; Planning is the functionof a manager 
which involver the selection among alternatives 
objectives,policies, procedures, and program. Jadi 
menurut mereka, perencanaan itu merupakan 
salahsatu funsi manajemen yang berkaitan dengan 
pemilihan satu di antara berbagai alternatifuntuk 
mencapai tujuan, melaksanakan kebijaksanaan, 
prosedur, dan program. 
Tujuan (objectives) adalah sesuatu yang 
hendak dicapai melalui serangkaian 
aktifitas.Tujuan ini perlu dirumuskanlebih lanjut 
agar pelaksanaan kegiatan dapat mengarah pada 
tercapainyatujuan tersebut. 
Kebijaksanaan (policy) adlah rangkaian 
ketentuan-ketentuanpokok yang merupakan 
pedoman dan sekaligus batas bagi kegiatan-
kegiatan dalam suatu organisasi. Ketentuan-
ketentuan pokok ini didasarkan pada asa-asa yang 
diterima oleh organisasi tersebut sesuai dengan 
kebutuhan praktisnya.Kebijaksanaan itu dapat 
tertulis dan dapat juga tidak tertulis. Namun 
sebaiknya kebijaksanaan itu tertulis, agar apabila 
dikemudian hari timbul masalah kebijaksanaan, 
akan mudah dilacak dengan jelas. 
Prosedur merupakan rangkaian metode yang 
telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu 
pekerjaan yang memerlukan suatu kebulatan. (Staf 
Dosen BPA UGM,1990, h. 352) 
Program adalah rincian dari rencana yang 
memuat gambaran pekerjaan atau kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-
petunjuk mengenai cara melaksanakanya. Dalam 
bidang pembanguana, program terdiri dari proyek-
proyek. 
Perencanaan merupakan kegiatan yang lebih 
dulu harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan 
selanjutnyadapat berjalan lancar dan teratur. 
Dengan demikian, maka perencanaan itu 
berarti kegiatan untuk melihat jauh ke depan, 
menyiapkan keputusan untuk mengantisipasi 
masalah yang memungkinkan bakal terjadi, 
sehingga tujuan yang dikehendakinya dapat 
tercapai dengan seefesien mungkin. 
 
2.3. Hakikat Perencanaan 
Pada hakikatnya perencanaan itu mengandung 
beberapa aspek: 
a. Perencanaan itu merupakan proses yang 
bersinambungan. 
b. Perencanaan itu akan melibatkan semua 
pimpinan dalam organisasi itu. 
c. Perencanaan itu disusun secara bertingkat. 
d. Perencanaan itu menyangkut kegiatan 
organisasi untuk waktu yang akan datang, dan 
e. Perencanaan merupakan jawaban keadaan 
statusquo dari organisasi yang bersangkutan. 
(Agarwal, 1982, 39) 
2.4. Macam Perencanaan 
a. Berdasarkan Wujudnya 
a) Perencanaan fisik (physical planning). 
Perencanaan ini berkaitan dengan 
perencanaan bangunan fisik: gedung, 
jalan, dan lain-lainnya. 
b) Perencanaan non-fisik: (1) Perencanaan 
fungsional (salah aspek/bidang 
organisasi). (2) Perencanaan komprehensif 
(comprehensive planning), yakni 
perencanaan yang menyeluruh tetapi yang 
non-fisik. 
c) Perencanaan umum-kombinasi (general-
combination planning), yaitu perencanaan 
menyeluruh dan kombinasi antara 
perencanaan fisik dan non-fisik. 
b. Macam Perencanaan dalam Perusahaan 
a) Perencanaan fungsional/bagian 
(funcional/planning) dan 
b) Perencanaan keseluruhan (corporate 
planning). 
Perencanaan fungsional dilakukan oleh biro 
beserta bagian-bagiannya; sedangkan perencanaan 
yang menyeluruh dilakukan oleh Biro Perencanaan. 
a) Perencanaan fungsional/bagian 
(funcional/departemental) 
Adalah perencanana untuk 
mencapai sasaran bagian tersebut dari 
perusahaan. Misalnya: perencanaan 
produksi, perencanaan keuangan, 
perencanaan kepegawaian, dan lain-lain. 
b) Perencanaan keseluruhan (corcoprate 
planning) 
Adalah perencanaan perusahaan 
secara keseluruhan, yang di dalam terdiri 
atas perencanaan fungsional atau 
departemental. 
c. Berdasarkan Jangka Waktunya 
Belum ada kesatuan pendapat mengenai lama 
jangka waktu masing-masing 
a) Perencanaan jangka pendek (short-range 
planning) 
Jangkawaktunya sampai kira-kira 1 atau 2 
tahun. Biasanya dilakukan oleh lower 
manager, dan menyangkut perencanaan 
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operasional. Contoh: perencanaan 
tahunan. 
b) Perencanaan jangka menengah 
(intermediate planning) 
Jangka waktunya di atas 2 tahun dan di 
bawah 10 tahun. Biasanya dilakukan oleh 
middle manager, dan sifat perencanaannya 
adalah taktis. Contoh: Repelita 
c) Perencanaan jangka panjang (long-range 
planning) 
Jangka waktu 10 tahun ke atas. Biasa 
dilakukan oleh top manager, dan sifatnya 
adalah strategis. Contoh perencanaan 5 
Repelita. 
2.5. Prinsip-prinsip Perencanaan 
Perusahaan-perusahaan secara menyeluruh itu 
tergantung pada teknologi produksi, sumber-
sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber 
dana, lingkungan kerja, lingkungan ekstern. 
Dengan kata singkat, yang merupakan prinsip-
prinsip perencanaan adalah 
a. Prinsip kontribusi sasaran, 
b. Prinsip sehatnya dan teraturnya organisasi, 
c. Prinsip faktor pembatas, 
d. Prinsip keterikatan organisasi, 
e. Prinsip perencanaan yang terkoordinasi, 
f. Prinsip penggunaan waktu, 
g. Prinsip efisien, 
h. Prinsip keluwesan, 
i. Prinsip perubahan situasi dan kondisi secara 
terkendali, 
j. Prinsip penerimaan 
2.6. Bahan Perencanaan 
Untuk pembuatan rencana, bahan yang 
diperlukan adalah data/informasi dan prakiraan 
(forecasting). Prakiraan itu sendiri dibedakan: 
a. Proyeksi (projection), yaitu prakiraan yang 
mendasarkan diri pada analisis deret berkala 
(time series) untuk kemudian dapat 
diprakirakan arah kecenderungannya. Garis 
arah kecenderungannya ini merupakan garis 
trend, yang dapat digunakan untuk rencana 
kegiatan yang akan datang.  
b. Prediksi (prediction), yaitu prakiraan yang 
mendasarkan diri pada hubungan sebab-akibat. 
Dalam memprakirakan kemungkinan apa yang 
dapat terjadi itu perlu dicari kira-kira apa 
penyebabnya, dan kira-kira apa akibatnya. 
Prakiraan yang berupa prediksi ini berlaku 
misalnya pada meningkatnya kenakalan 
remaja. Harus dicari apa sebabnya kenakalan 
remaja itu meningkat, apa akibatnya kalau hal 
itu dibiarkan saja. 
c. Konjeksi (conjecture), yaitu prakiraan yang 
semata-mata berdasarkan diri dan perasaan 
(intuisi belaka). Jelas itu tidak ilmiah, tetapi 
juga tidak berarti tidak bermanfaat. Orang yang 
‘olah rasanya’ tinggi dapat memprakirakan apa 
yang bakal terjadi melalui firasatnya. Ini 
terbukti ampuhnay ramalah Joyoboyo dan 
Ronggowarsito. Mungkin juga paranormal 
yang betul berkualitas tinggi. 
2.7. Unsur-unsur Perencanaan 
Untuk pembuatan suatu rencana tertentu yang 
cukup lengkap, kiranya unsur-unsur di bawah ini 
perlu dipenuhi. Unsur-unsur perencanaan ini 
merupakan 6 pertanyaan yang harus dijawab. 
Rumusannya terkenal dengan istilah 5W + 1H, 
yaitu: 
a. What (Apa): Apa yang dilakukan sehingga 
pelru direncakan.  
b. Why (Mengapa): Apa alasannya hal itu perlu 
dilakukan atau perlu diprioritaskan 
pelasksanaannya.  
c. Who and Who: Siapa (obyek) dan siapa 
(subyek) pelaksanaannya. Contoh yang 
menjadi obyek atau sasarannya adalah para 
calon nasabah berbagai tingkatan sosial di 
lingkungan sekitarnya yang masih dapat 
dijangkau. 
d. Where (Dimana): Mencari tempat yang 
strategis untuk melaksanakan kegiatan.  
e. When (Kapan): Pelaksanaannya yang tepat. Ini 
berarti menentukan timing yang tepat untuk 
pelaksanaan. Dalam menentukan timingnya 
perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 
apakah tenaganya sudah siap, apakah biayanya 
sudah siap dipakai, dan lain-lain. Jadi ‘When’ 
di sini lebih ditekankan pada kapan kantor 
subcabang dapat memulai beroperasi. 
f. How (Bagaimana): Ini menyangkut teknis 
pelaksanaan kerja operasionalnya. Faktor 
kecepatan pelayanan, penyelesaian, 
keramahan, dan keberesan dan lain-lain, sangat 
penting. 
2.8. Proses Perencanaan (The Process of 
Planning) 
Proses perencanaan itu meliputi 4 langkah, 
yaitu: 
1. Prakiraan, 
2. Penentuan tujuan, 
3. Penetapan sarana-sarana untuk mencapai 
tujuan dan 
4. Penentuan sumber-sumber yang dibutuhkan. 
Ada beberapa macam sumber: 
a. Sumber dana, 
b. Peralatan dan fasilitas, 
c. Bahan dan pelayanan, dan 
d. Sumber daya manusia. 
Masing-masing sumber tersebut perlu 
direncanakan matang-matang. Dengan demikian 
ada perencanaa: keuangan, peralatan, dan ada juga 
perencanaan sumber daya manusia. 
2.9. Pelaksanaan Perencanaan 
Rencana tidak akan memberikan suatu hasil, 
apabila tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. 
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Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan 
sesuatu rencana, maka harus mengikuti langkah-
langkah atau tahapan sebagai berikut: 
a. Komunikasi 
Komunikasi sangat berperan dalam 
pelaksanaan rencana yang efektif. Dengan adanya 
komunikasi yang baik akan membantuk setiap 
pimpinan untuk memahami rencananya, karena 
akan mengetahui bahwa rencana yang disiapkan 
untuk unit yang dipimpinnya itu pada hakikatnya 
merupakan penjabaran rencana yang dibuat oleh 
atasannya, dan sekaligus merupakan rencana yang 
harus dijabarkan lebih lanjut oleh pimpinan tingkat 
di bawahnya. 
Komunikasi merupakan kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang (komunikator) yang 
menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain 
(komunikan) untuk mengharapkan tanggapannya. 
Komunikasi pun dapat dilakukan terhadap sejumlah 
orang yang merupakan komunikasi masa. 
Komunikasi juga dapat diberi definisi sebagai 
proses penyampaian pendapat, pikiran, perasaan 
seseorang atau kelompok orang kepada orang atau 
kelompok lain. 
b. Peran Serta 
Semua pejabat yang nantinya akan 
bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana, 
supaya dilibatkan dalam proses persiapan. Setiap 
pimpinan dengan tingkatan yang berbeda, harus 
diberi tanggung jawab dalam menyiapkan rencana 
untuk unitnya masing-masing. 
Peran serta dari masing-masing pimpinan unit 
dalam memberikan fasilitas dan perencanaan sangat 
bergunga: Pertama, memungkinkan mereka 
mengetahui bahwa rencana itu meliputi berbagai 
segi dan hubungan satu dengan lainnya. Kedua, jika 
mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
rencana itu dilibatkan dalam pembuatan rencana, 
sehingga rencana akan betul-betul dapat 
dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ketiga, 
partisipasi dalam proses perencanaan, akan 
berakibat rasa puas dan akan melaksanakan dengan 
baik. Keempat, dilibatkannya mereka dalam proses 
perumusan rencana, akan mengikat mereka untuk 
bertanggung jawab bagi keberhasilan dalam 
pelaksanaan. 
c. Peninjauan dan Penyesuaian Struktur 
Organisasi 
Perencanaan dibuat untuk melaksanakan 
tujuan organisasi dan kebijaksanaan pimpinan. 
Struktur organisasi yang telah ada seharusnya dapat 
mendukung pencapaian tujuan, kebijaksanaan 
pimpinan tidak dapat  mendukung lagi tentu saja 
perlu dirombak dan disesuaikan dengan 
kebutuhannya. Pengelompokkan aktivitas perlu 
ditinjau kebali, mekanisme koordinasi dan 
hubungan wewenang dan tanggung jawab dan lain-
lainnya juga perlu ditinjau kembali disesuaikan 
dengan kebutuhan. 
d. Pemberian Bahan/Sumber yang Dibutuhkan 
Untuk dilaksanakan rencana, kepada para 
pimpinan unit harus diberikan fasilitasnya yang 
cukup baik yang berupa uang untuk biaya, tenaga 
terampil untuk pelaksanaan, peralatan yang 
memadai untuk memperlancar kerja. 
e. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab 
Mereka yang ditugasi untuk melaksanakan 
rencana harus diberi wewenang yang cukup sesuai 
dengan berat ringannya tanggung jawab mereka. 
f. Motivasi Terhadap Bawahan 
Di samping kepada pimpinan unit, juga kepada 
para karyawan atau bawahan perlu didorong untuk 
meningkatkan kegiatan mereka demi terlaksananya 
rencana dan tercapainya tujuan organisasi. 
g. Pengukuran Hasil Pelaksanaan 
Ukuran terhadap berhasil atau gagalnya 
pelaksanaan masing-masing unit kerja itu dapat 
diketahui. 
Rencana masing-masing unit kerja telah 
mengandung hasil harus dicapai oleh unit kerja 
yang bersangkutan. Kalau pelaksanaannya tidak 
sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan 
sebelumnya, berarti gagal atau kurang berhasil. 
Terhadap kekurang berhasilan ini perlu diteliti apa 
yang terjadi penyebabnya. Kalau penyebabnya itu 
telah diketahui, maka cara pembetulannya akan 
menjadi terarah dan lebih mudah. 
h. Penyesuaian dalam Rencana 
Rencana dibuat untuk pelaksanaan yang akan 
datang. Tidak satu orang pun tahu persis apa yang 
bakal terjadi nantinya. Bagaimanapun akuratnya 
pembuatan rencana, masih dimungkinkan 
terjadinya penyimpangan. Kalau penyimpangan itu 
kemudian diketahui penyebabnya karena kurang 
tepatnya perencanaan, maka rencana yang telah ada 
itu perlu diubah dan disesuaikan dengan situasi dan 
kondisinya. 
i. Kepemimpinan dalam Pelaksanaan 
Kepemimpinan dalam pelaksanaan sangat 
perlu, sebab bawahan dalam melaksakan kegiatan 
perlu dibimbing, diarahkan, diberi petunjuk 
bagaiama cara melaksanakan dengan baik. 
Manajemen yang baik sangat dibutuhkan, di mana 
jiwa kepemimpinan merupakan inti dari 
manajemen tersebut. 
2.10. Kebaikan Perencanaan 
a. Perencanaan merupakan dasar kegiatan kerja 
sama dan koordinasi. Ini berarti bahwa 
koordinasi dan kerja sama yang baik itu, hanya 
akan terlaksana apabila rencananya cukup baik. 
b. Perencanaan mengurangi kelemahan 
manajemen. Karena perencanaan itu 
merupakan dasar bagi fungsi manajemen 
lainnya, maka segala kegiatan yang direncana 
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lebih dulu akan lebih mudah mengatur 
pelaksanaan dan pengawasannya. 
c. Perencanaan memungkinkan terbukanya 
macam-macam kesempatan dan dapat 
mengantisipasi masalah. Pelaksanaan kegiatan 
pasti akan timbul masalah. Dengan adanya 
perencanaan yang baik, banyak masalah yang 
akan dapat diantisipasi atau dapat 
ditanggulangi. 
d. Perencanaan dapat mengurangi ketidakpastian. 
Masa mendatang banyak menimbulkan 
ketidakpastian, karena kita tidak mengetahui 
dengan tepat. Namun dengan adanya rencana 
yang baik ketidakpastian itu dapat dikurangi 
sebanyak mungkin. Sebab bahan perencanaan 
adalah data yang dari waktu ke waktu dapat 
dianalisis dan ditarik garis trend-nya. 
e. Perencanaan akan meningkatkan efisiensi. 
Segala langkah yang akan dilakukan telah 
direncanakan lebih dulu, sehingga pemborosan 
dapat ditekan sekecil mungkin. 
f. Perencanaan dapat memberikan ukuran bagi 
keputusan. Perencanaan merupakan dasar bagi 
fungs manajemen lainnya, termasuk juga 
fungsi pengambilan keputusan oleh pimpinan. 
Masalah akan timbul jika apa yang 
dilaksanakan itu tidak sesuai dengan yang 
seharusnya atau rencananya. Oleh karena itu 
perlu diambil keputusan untuk memecahkan 
masalahnya. 
g. Perencanaan memungkinkan pembaharuan dan 
kreativitas. Karena tugas pekerjaan dapat 
dilakukan dengan lebih mudah jika 
direncanakan lebih dulu, maka pimpinan 
menjadi lebih banyak kesempatan untuk 
berfikir kreatif dan mengadakan pembaharuan 
yang dirasakan perlu. 
h. Perencanaan merupakan dasar bagi kegiatan 
pengawasan. Perencanaan menjadi dasar bagi 
fungsi atau kegiatan manajemen lainnya, 
termasuk di dalamnya adalah fungsi 
pengendalian. 
2.11. Kelemahan Perencanaan 
Perencanaan itu merupakan proses yang 
kompleks dan sulit, dan ada beberapa kelemahan. 
Faktor intern dan ekstrn kerapkali berpengaruh 
terhadap kemampuan manajemen untuk rencana 
yang efektif. Adapun kelemahan-kelemahan 
perencanaan antara lain sebagai berikut: 
a. Waktu mendatang itu penuh ketidakpastian. 
b. Orang lebih cenderung memikirkan saat 
sekarang daripada waktu besok (lebih tertarik 
mengatasi masalah saat ini daripada 
memikirkan masalah medatang) 
c. Keputusan yang lalu dapat menjadi hambatan 
perencanaan mendatang. 
d. Adanya masalah administrasi perencanaan. 
e. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh 
terhadap perencanaan. 
f. Masalah mental mempengaruhi perencanaan 
dan juga sebaliknya (human problems). 
g. Perubahan yang cepat di bidang teknologi, 
selera, merupakan hambatan perencanaan. 
h. Perencanaan membutuhkan biaya dan waktu 
cukup banyak. 
2.12. Karakteristik Perencanaan 
Perencanaan yang baik haruslah memiliki 
karakteristik, ciri, sifat atau syarat-syarat antara 
lain: 
a. Bahasa dan redaksinya sesederhana mungkin, 
tetapi yang cukup jelas. Hal ini disebabkan, 
karena pelaksanaannya bukan si pembuat 
rencana. Oleh karena itu jangan sampai 
menimbulkan salah tafsir. 
b. Ada hal-hal yang harus stabil tetapi juga sifat 
keluwesannya jangan dikorbankan. Hal-hal 
yang tidak boleh berubah misalnya macam, 
tujuan dan alasan perencanaan. 
c. Berkesinambungan, baik antara 
pelaksanaannya dan pagu (plafon) biayanya, 
juga antara unit yang satu dan unit lainnya; 
pembagian tugas dan lain sebagainya. 
d. Rencana haruslah realistis, artinya berdasarkan 
fakta, berdasarkan kemampuan dan 
pertimbangannya yang obyektif rasional. 
e. Rencana dibuat terinci: ini terutama yang 
meliputi bidang kegiatan yang cukup luas dan 
untuk jangka waktu yang cukup lama. 
Perencanaan (planning) dijabarkan ke dalam 
pemrograman (programming). 
2.13. Tugas Pokok, Tugas dan Fungsi 
Perencanaan 
a. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan 
penelitian, analisis dan penyajian diagnosis 
keadaan serta prognosis perkembangan 
keadaan untuk menghasilkan kebijaksanaan 
dengan tepat. 
b. Tugas dan Fungsi 
a) Merencanakan perluasan kegiatan baik 
operasional maupun non-operasional 
sesuai dengan keadaan dan kemampuan. 
b) Menyusun rencana dan program kerja 
serta anggara sesuai denga kebijaksanaan 
umun yang ditetapkan direksi. 
c) Menyimpulkan, menyusun, mengolah dan 
mendokumentasikan data intern maupun 
ekstern, sebagai bahan penyusunan 
rencana dan program kerja serta anggaran. 
d) Menyelenggarakan break down (rincian) 
anggaran ke kantor-kantor cabang dan 
segala perubahannya. 
e) Mengadakan analisis dan evaluasi 




f) Memberikan pedoman dan petunjuk dalam 
rangka penyusunan rencana kerja dan 
anggaran. 
g) Memberikan pertimbangan dan saran 
kepada direksi yang bersankutan untuk 
mengambil kebijaksanaan dan keputusan 
mengenai rencana kerja dan anggaran. 
h) Mengadakan penelitian dan 
penyempurnaan terhadap pelaksanaan 
organisasi dan tata kerja. 
i) Menyusun, menyimpan dan memelihara 
data statistik yang dibutuhkan. 
j) Menyusun artikel atau karangan ilmiah 
mengenai kegiatan yang diterbitkan dalam 
majalah, surat kabar dan penerbitan 
lainnya. 
k) Menyimpan, memelihara, dan 
mengamankan dokumen-dokumen 
penting serta surat-surat penting lainnya 
yang berhubungan dengan tugas Biro 
Perencanaan. 
l) Menerima, menata dan mendistribusikan 
surat masuk dan keluar dalam lingkungan 
Biro Perencanaan. 
m) Membuat laporan-laporan kegiatan dalam 
rangka MIS dan laporan lainnya yang 
termasuk tugas Biro Perencanaan. 
n) Memelihara hubungan kerja sama dan 
koordinasi dengan semua instansi baik 
pemerintah maupun swasta berkaitan 
dengan kegiatan pengumpulan 
data/informasi yang dibutuhkan untuk 
menyusun rencana kerja dan anggaran, 
rencana penyempurnaan organisasi, dan 
tata kerja serta pengembangan kegiatan. 
o) Memikirkan secara terus menerus dan 
mengkoordinasi penyempurnaan sistem 
dan prosedur kerja yang lebih efisien di 
lingkungan Biro Perencanaan. 
p) Membina kerja sama yang baik dengan 
biro-biro dan unit-unit kerja lainnya. 
q) Melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam 
bidangnya berdasarkan intstruksi direksi. 
2.14. Planning, Programming, Budgeting System 
(PPBS) 
PPBS adalah salah satu bentuk perencanaan 
dalam sistem penganggaran. PPBS adalah 
perencanaan, pembuatan program dan anggaran 
yang diikat dalam suatu sistem yang menyeluruh. 
PPBS ini dapat digunakan pada instansi pemerintah 
atau badan swasta. 
Adapun tujuan penggunaan PPBS itu adalah 
untuk membantu pimpinan dalam mengambil 
keputusan-keputusan untuk mengalokasikan 
sumber-sumber yang dimiliki instansinya ke dalam 
program-program kegiatan, sehingga tujuan 
instansi dapat tercapai dengan efisien. Dengan kata 
lain, dengan menggunakan PPBS akan 
mempermudah pengalokasian sumber-sumber dana 
dan daya secara efisien ke dalam program-program 
kegiatan. Sistem PPBS yakni: 
a. Mempunyai bagian-bagian atau subsisistem 
yang berupa: planning, programming, dan 
budgeting. 
b. Subsistem tersebut saling berkaitan, yang akan 
mempengaruhi anggaran yang akan disusun. 
c. Kaitan tersebut disusun secara teratur mulai 
dari planning, programming, sampai dengan 
budgeting. 
d. Mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. 
Membantu pimpinan untuk mempermudah 
pengambilan keputusan. 
Pada tingkat nasional struktur program ini 
terdiri atas: 
a. Bidang yang merupakan fungsi utama dari 
bidang fungsi negara. 
b. Sektor yang merupakan rincian bidang. 
c. Program yang merupakan rincian dari sektor. 
d. Program/kegiatan yang merupakan rincian 
‘kegiatan’ untuk yang rutin. 
IV. PEMBAHASAN 
4.1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Jayapura mengacu pada petunjuk teknis 
berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural Sebagaimana Telah Diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 
Pasal 17 Undang-u dang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999, dinyatakatan bahwa: 
a. Jabatan Karir adalah jabatan struktural dan 
fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai 
Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang 
ditentukan; 
b. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan 
dan pangkat tertentu; 
c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang 
ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat 
obyektif lainnya tanpa membedakan jenis 
kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan strutural antara lain dimaksudkan untuk 
membina karir Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 
struktural dan kepangkatan sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
a. Pengangkatan 
1) Syarat Pengangkatan 
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Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural 
seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil 
b) Serendah-rendahnya memiliki 
pangkat 1 (Satu) tingkat di bawah 
jenjang pangkat yang ditentukan. 
c) Memiliki kualifikasi dan tingkat 
pendidikan yang ditentukan. 
d) Semua unsur penilaian prestasi kerja 
sekurang-kuranya bernilai baik dalam 
2 (dua) tahun terakhir. 
e) Memiliki kompetensi jabatan yang 
diperlukan 
f) Sehat jasmani dan rohani 
2) Disamping persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1), Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah perlu 
memperhatikan faktor: 
a) Senioritas dalam kepangkatan. 
b) Usia. 
c) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 
Jabatan. 
d) Pengalaman. 
3) Pelaksanaan Pengangkatan 
a) Pengangkatan dalam jabatan 
struktural eselon I di lingkungan 
Instantsi Pusat, ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden setelah mendapat 
pertimbangan tertulis dari Komisi 
Kepegawaian Negara, dengan 
ketentuan bahwa sebelum Komisi 
Kepegawaian Negara dibentuk, maka 
pertimbanagn dilakukan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b) Pengangkatan dalam jabatan 
struktural eselon II ke bawah pada 
Instansi Pusat ditetapkan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian Pusat setelah 
mendapat pertimbangan dari 
Baperjakat Instansi Pusat. 
c) Pengangkatan dalam jabatan 
struktural eselon I di Propinsi 
(Sekretaris Daerah), ditetapkan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah Propinsi setelah mendapat 
persetujuan pimpinan DPRD Propinsi 
yang bersangkutan, dengan ketentuan 
bahwa calon yang diusulkan kepada 
pimpinan DPRD tersebut telah 
mendapat pertimbangan dari 
Baperjakat Instantsi Daerah Propinsi. 
d) Pengangkatan dalam jabatan 
struktrual eselon II ke bawah di 
Propinsi, ditetapkan oleh Pejabat 
Pembinna Kepegawaian Daerah 
Propinsi setelah mendapat 
pertimbangan dari Baperjakat Instansi 
Daerah Propinsi. 
e) Pengangkatan dalam jabatan 
struktural eselon II ke bawah di 
Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah Kabupaten/Kota setelah 
mendapat pertimbangan dari 
Baperjakat Instantsi Daerah 
Kabupaten/Kota. 
f) Khusus untuk pengangkatan 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, 
ditetapkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah 
Kabupaten/Kota setelah mendapat 
persetujuan Pimpinan DPRD 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 
dengan ketentuan calon yang diajukan 
kepada Pimpinan DPRD tersebut 
telah mendapat pertimbangan 
Baperjakat Instansi Daerah 
Kabupaten/Kota. 
g) Calon Sekretaris Daerah sebagaimana 
dimaksud huruf f), hanya diusulkan 1 
(Satu) orang calon kepada Pimpinan 
DPRD yang bersangkutan dari 
Pegawai Negeri  Sipil yang memenuhi 
syarat setelah mendapat pertimbangan 
dari Baperjakat. 
4) Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan 
a) Dalam setiap keputusan tentang 
pengangkatan dalam jabatan strutural, 
harus dicantumkan nomor dan tanggal 
pertimbangan Baperjakat, eselon dan 
besarnya tunjangan jabatan strutural, 
yang dibuat menurut contoh 
sebagaimana tersebut dalam anak 
lampiran. 
b) Asli atau petikan keputusan tersebut 
disampaikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan dengan 
ketentuan 
- Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, 
tembusan disampaikan kepada: 
• Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah, Up. Deputi Bidang 
Informasi Kepegawaian; 
• Direktur Jenderal Anggaran, 
Departemen Keuangan; 
• Kepala Kantor 
Permbendaharaan dan Kas 
Negara/ PEKAS yang 
bersangkutan; 
• Pejabat Pembuat Daftar Gaji 
yang bersangkutan; dan 




- Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah, tembusan disampaikan 
kepada: 
• Kepala Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara 
yang bersangkutan; 
• Kepala Biro/Bagian 
Keuangan Daerah yang 
bersangkutan; 
• Pejabat Pembuat Daftar Gaji 
yang bersangkutan; dan 
• Pejabat lain yang dipandang 
perlu. 
5) Pelantikan 
a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 
dalam jabatan struktural, termasuk 
Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural yang 
ditingkatkan eselonnya selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
penetapan pengangkatannya wajib 
dilantik dan diambil sumpahnya oleh 
pejabat berwenang. 
b) Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural yang 
mengalami perubahan nama jabatan 
dan atau perubahan fungsi dan tugas 
jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan dilantik dan 
diambil sumpahnya kembali. 
c) Tembusan Berita Acara Sumpah 
Jabatan, disampaikan kepada Kepala 
Badan Kepegawaian Negara/Kepala 
Kantor Regional Badan Kepegawaian 
Negara yang bersangkutan 
6) Keikutsertaan Dalam Diklatpim 
a) Pegawai Negeri Sipil yang akan atau 
telah menduduki jabatan struktural 
harus mengikuti dan lulus Diklatim 
sesuai dengan kompetensi yang 
ditetapkan untuk jabatan tersebut. 
b) Pegawai Negeri Sipil yang telah 
memenuhi persyaratan kompetensi 
jabatan struktural tertentu dapat 
diberikan sertifikat sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan oleh 
instansi pembina dan instansi 
pengendali serta dianggap telah 
mengikuti dan lulus Diklatpim yang 
ditentukan untuk jabatan tersebut. 
c) Dalam setiap tahun anggaran, Pejabat 
Pembina Kepegawaian harus 
merencanakan jumlah Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungannnya untuk 
mengikuti Diklatpim. 
d) Keikutsertaan dalam Diklatpim harus 
diprioritaskan bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang telah diangkat dalam 
jabatan struktural tetapi belum 
mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai 
dengan jabatan struktural yang 
diduduki. 
7) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan struktural dapat diangkat dalam 
jabatan struktural setingkat lebih tinggi 
apabila yang bersangkutan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dalam jabatan 
struktural yang pernah dan/atau masih 
didudukinya, kecuali pengangkatan dalam 
jabatan struktural yang menjadi wewenang 
presiden. 
b. Pemindahan 
1) Untuk kepentingan dinas dan dalam 
rangka memperluas pengalaman, 
kemampuan, dan memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa, diselenggarakan 
perpindahan tugas dan/atau perpindahan 
wilayah kerja, khususnya bagi pejabat 
struktural eselon III ke atas. 
2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan 
wilayah kerja sebagaimana dimaksud 
diprioritaskan bagi pejabat yang 
memimpin satuan organisasi dalam 
jabatan struktural eselon III ke atas dengan 
pertimbangan bahwa pada umumnya 
jabatan struktural eselon III ke atas 
tersebut adalah jabatan yang memimpin 
suatu satuan kerja tertentu, seperti Kepala 
Kantor/Badan/Dinas Kabupaten/Kota, 
Kepala Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta 
Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota/Propinsi dan lain 
sebagainya. 
3) Dalam upaya menegakkan dan 
memperkokoh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dan memperkuan 
pelaksanaan otonomi daerah dalam 
bingkai NKRI, perlu dilakukan 
perpindahan tugas dan/atau wilayah kerja: 
a) Antar Departemen/Lembaga; 
b) Antar Daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota dan 
Departemen/Lembaga; 
c) Antar Daerah Propinsi; 
d) Antar Daerah Kabupaten/Kota dan 
Daerah Kabupaten/Kota Propinsi 
lainnya; 
e) Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 
satu Propinsi; atau 
f) Antar Daerah Kabupaten/Kota dan 
Daerah Propinsi. 
4) Secara normal perpindahan jabatan dan 
atau perpindahan wilayah kerja tersebut 
dilaksanakan secara teratur antara 2 (dua) 
sampai dengan 5 (lima) tahun sejak 
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seseorang diangkatan dalam suatu jabatan 
struktural tertentu. 
5) Dalam hal perpindahan wilayah untuk 
kepentingan dinas, maka biaya pindah dan 
penyediaan perumahan bagi Pegawai 
Negeri Sipil beserta keluarganya 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pusat dan dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah bagi Pegawai 
Negeri Sipil Daerah. 
6) Pegawai Negeri Sipil yang pindah instansi 
untuk kepentingan dinas, maka biaya 
pindah dan penyediaan perumahan bagi 
Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, 
dibebankan kepada instansi yang 
membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan. 
7) Perpindahan jabatan dilakukan secara: 
a) Horizontal, yaitu perpindahan jabatan 
struktural dalam eselon yang sama. 
b) Vertikal, yaitu perpindahan dari 
eselon yang lebih rendah ke eselon 
yang lebih tinggi. 
c) Diagonal, yaitu perpindahan dari : 
- Jabatan struktural kedalam 
jabatan fungsional. 
- Jabatan fungsional kedalam 
jabatan struktural. 
8) Perpindahan jabatan struktural antar 
instansi dalam rangka usaha penyebaran 
tenaga ahli untuk kepentingan dinas 
dilaksanakan dengan cara pindah instansi, 
dipekerjakan, atau diperbantukan. 
9) Untuk menjamin pembinaan karir yang 
sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan 
perpindahan jabatan struktural dari eselon 
yang lebih tinggi ke dalam eselon yang 
lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon 
Iib) dipindahkan dan diangkat menjadi 
Kepala Sub Dinasi pada Kabupaten/Kota 
(eselon IIIa). 
10) Prosedur perpindahan jabatan strukturan 
dengan pindah instansi, diatur sebagai 
berikut: 
a) Perpindahan jabatan harus didasarkan 
atas persetujuan dari instansi asal dan 
instansi penerima sesuai dengan 
kebutuhan jabatan. 
b) Pimpinan Instansi penerima 
menghubungi Pimpinan Instansi asal 
Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat 
persetujuan. 
c) Sebelum Pimpinan Instansi penerima 
menghubungi Pimpinan Instansi asal, 
terlebih dahulu harus mendapat 
pertimbangan Baperjakat. 
d) Surat permintaan tersebut dibuat 
menurut contoh. 
e) Apabila instansi asal yang 
bersangkutan menyetujui, maka 
Pimpinan Instansi asal membuat Surat 
Pernyataan Persetujuan yang dibuat 
menurut contoh. 
f) Perpindahan dalam jabatan dilakukan 
berdasarkan persetujuan atara 
Pimpinan Instansi asal dan Pimpinan 
Instansi penerima. 
g) Berdasarkan persetujuan Pimpinan 
instansi asal, maka instansi penerima 
mengusulkan kepada: 
- Kepala Badan Kepegawaian 







• Antar Daerah Propinsi; 
• Antar Daerah 
Kabupaten/Kota dan Daerah 
Kabupaten/Kota Propinsi 
lainnya. 
- Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah Propinsi untuk mendapat 
penetapan pemindahan: 
• Antar Kabupaten/Kota 
dalam satu Propinsi; 
• Antar Kabupaten/Kota dan 
Daerah Propinsi; 
h) Ketentuan mengenai usul pemindahan 
antar instansi dan penetapan surat 
keputusan pemindahannya dibuat 
sesuai dengan Keputusan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor 
08 Tahun 2001 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil. 
i) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara atau 
Pejabat Pembinda Kepegawaian 
Daerah Propinsi tersebut, Pimpinan 
Instansi penerima menerbitkan surat 
keputusan pengangkatan dalam 
jabatan struktural. 
j) Asli atau petikan keputusan 
pengangkatan dalam jabatan 
struktural disampaikan kepada yang 




- Pimpinan Instansi asal Pegawai 
Negeri Sipil untuk digunakan 
sebagai dasar penerbitan surat 
pemberhentian dari jabatan. 
- Direktur Jenderal Anggaran. 
- Kepala Badan Kepegawaian 
Negara, Up. Deputi Bidang 
Informasi Kepegawaian. 
- Kepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara yang 
bersangkutan. 
- Kepala Kantor Perbendaharaan 
dan Kas Negara/PEKAS yang 
bersangkutan untuk Pegawai 
Negeri Sipil Pusat. 
- Kepala Biro/Bagian Keuangan 
Daerah yang bersangkutan untuk 
pegawai Negeri Sipil Daerah. 
- Pejabat lain yang dianggap perlu. 
11) Dalam hal perpindahan jabatan struktural 
tersebut bukan merupakan pindah instansi 
tetapi hanya dipekerjakan, maka 
keputusan pengangkatan dalam jabatan 
struktural dilakukan oleh instantsi yang 
membutuhkan setelah menerima 
persetujuan pindah dari instansi asal yang 
proses penyelesaian perpindahannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 
angka 10) huruf a) sampai dengan g), dan 
gajinya tetap dibayarkan oleh instansi 
induknya. 
12) Dalam hal perpindahan jabatan struktural 
tersebut sifatnya hanya diperbantukan, 
maka keputusan pengangkatan dalam 
jabatan struktural dilakukan oleh instansi 
yang membutuhkan setelah menerima 
persetujuan pindah dari instansi asalah 
yang proses penyelesaian perpindahannya 
disamping dilakukan sesuai denan 
ketentuan dalam angka 10) huruf a) 
sampai f), harus sesuai dengan ketentuan 
lain yang berlaku, dan gajinya dibayarkan 
oleh instansi yang menerima perbantuan. 
c. Pemberhentian 
1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari 
jabatan strukturalnya, karena : 
a) Mengundurkan diri. 
b) Mencapai batas usia pensiun. 
c) Diberhentikan sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. 
d) Diangkat dalam jabatan struktural 
lainnya atau jabatan fungsional. 
e) Cuti di luar tanggungan negara, 
kecuali cuti di luar tanggungan negara 
karena persalinan. 
f) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) 
bulan. 
g) Adanya perampingan organisasi 
pemerintah. 
h) Tidak memenuhi persyaratan 
kesehatan jasmani dan rohani. 
i) Hal-hal yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari 
jabatan struktural ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang setelah 
melalui pertimbangan Komisi 
Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai 
alasan yang jelas atas pemberhentiannya 
yang dibuat menurut contoh. 
3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal 
dunia dianggap telah diberhentikan dari 
jabatan strukturalnya. 
4) Asli atau petikan surat keputusan 
pemberhentian sebagaimana dimaksud 
angka 2) disampaikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan dan 
tembusannya: 
a) Pegawai Negeri Sipil Pusat 
disampaikan kepada: 
- Kepala Badan Kepegawaian 
Negara, Up. Deputi Bidang 
Informasi Kepegawaian; 
- Direktur Jenderal Anggaran; 
- Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara/PEKAS yang 
bersangkutan; 
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji 
yang bersangkutan; 
- Pejabat lain yang dianggap perlu.  
b) Pegawai Negeri Sipil Daerah 
disampaikan kepada: 
- Kepala Kantor Regional BKN 
yang bersangkutan; 
- Kepala Biro/Bagian Keuangan 
Daerah yang bersangkutan; 
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji 
yang bersangkutan; 
- Pejabat lain yang dianggap perlu. 
d. Perangkapan Jabatan 
1) Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan 
akuntabilitas pejabat struktural serta 
menyadari akan keterbatasan kemampuan 
manusia, Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural tidak dapat 
menduduki jabatan rangkat, baik dengan 
jabatan struktural lain maupun jabatan 
fungsional. 
2) Rangkap jabatan hanya diperbolehkan 
apabila ketentuan perangkapan jabatan 
tersebut diatur dengan Undang-undang 
atau Peraturan Pemerintah. 
Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka 
berkaitan dengan indicator pertama yaitu 
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Penyusunn Rencana Pembinaan Karir PNS sejauh 
ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan, selanjutnya berkaitan dengan 
kenaikan pangkat tersebut hasilnya menjadi 
tanggung jawab dan tugas pihak penilai, sehingga 
kita dapat melihat setelah verifikasi penilaian 
tersebut banyaknya pegawai yang dipandang layak 
dan patut mendapatkan kenaikan pangkat tersebut. 
4.2. Kenaikan Pangkat PNS 
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Jayapura mengacu pada petunjuk teknis Ketentuan 
PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil Sebagaimana Telah DiubahDengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.  
Pangkat merupakan kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri 
Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 
susanan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar 
penggajian. Sedangkan kenaikan pangkat adalah 
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan 
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. 
a. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan 
Pangkat 
1) Kenaikan pangkat dilaksanakan 
berdasarkan sistem : 
a) Kenaikan pangkat regular 
b) Kenaikan pangkat pilihan. 
2) Di samping sistem kenaikan pangkat 
tersebut di atas kepada Pegawai Negeri 
Sipil dapat diberikan :   
a) Kenaikan pangkat anumerta bagi yang 
dinyatakan tewas; 
b) Kenaikan pangkat pengabdian bagi 
yang meninggal dunia, mencapai 
batas usia pensiun, atau cacat karena 
dinas dan tidak dapat bekerja lagi 
dalam semua jabatan negeri.  
b. Masa Kenaikan Pangkat  
a) Masa kenaiakan pangkat Pegawai Negeri 
Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 
Oktober setiap tahun, kecuali kenaiakan 
pangkat anumerta dan kenaikan pangkat 
pengabdian. 
b) Masa kerja untuk kenaikan pangkat 
pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung 
sejak pengangkatan sebagai Calon 
Pegawai Negeri Sipil.  
Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka 
pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian 
Daerah telah mengikuti ujian kenaikan pangkat 
tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, 
namun tidak semua pegawai dapat mengikuti ujian 
tersebut sehubungan adanya keterlambatan 
melengkapi persyaratan dan masa kerja yang belum 
mencapai ketentuan yang ada. 
4.3. Ujian Dinas Tingkat I & II 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 persyaratan 
administrative untuk mengikuti Ujian Dinas adalah: 
a) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam 
pangkat : 
1) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 
untuk  Ujian Dinas Tingkat I 
2) Penata Tingkat II, golongan ruang III/d  
untuk Ujian Dinas Tingkat II 
b) Dilengkapi dokumen pendukung : 
1) Pengantar dari instansi ; 
2) Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir 
yang dilegalisir ; 
3) Fotocopy DP3 2 (dua) Tahun terakhir yang 
dilegalisir ; 
4) Pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4, 
menggunakan Pakaian DinasHarian 
dengan latar belakang merah masing-
masing 2 lembar ; 
5) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan 
Rohani dari Puskesmas/Rumah 
SakitPemerintah ; 
c) Tidak sedang dalam keadaan : 
1) Diberhentikan sementara ; 
2) Menerima uang tunggu ; 
3) Cuti di luar tanggungan Negara 
Pegawai Negeri Sipil yang 
dikecualikan/dibebaskan dari Ujian Dinas, 
adalahmereka yang : 
a) Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah 
menunjukkan prestasi yang luarbiasa baiknya ; 
b) Akan diberikan kenaikan pangkat karena 
menemukan penemuan baru yangbermanfaat 
bagi Negara ; 
c) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan 
pelatihan kepemimpinan sebagaiberikut : 
1) Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim IV untuk 
Ujian Dinas Tingkat I ; 
2) Sepadya/Spama/Diklatpim III untuk Ujian 
Dinas Tingkat II ; 
d) Telah memperoleh : 
1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk 
Ujian Dinas Tingkat I ; 
2) Ijazah Dokter/Dokter Gigi, dan Apoteker, 
Magister (S2) dan Ijazah lainyang setara 
atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas 
Tingkat I atau UjianDinas Tingkat II ; 
e) Menduduki jabatan fungsional tertentu / 
khusus 
Sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua 
Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 
dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang 
Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil, 
materi untukmasing-masing jenis ujian Tk. I dan 
Tk. II adalah sebagai berikut : 
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a) Kelompok A 
1) Pancasila 
2) UUD 1945 
b) Kelompok B 
1) Peraturan perundang-undangan di 
bidangkepegawaian 
2) KORPRI 
c) Kelompok C 
1) Pengetahuan perkantoran 
2) Teori kepemimpinan 
3) Fungsi manajemen 
d) Kelompok D 
1) Tugas pokok, fungsi, struktur 
organisasi dan tatakerjainstansi ybs. 
2) Pengetahuan mengenai bidang 
substantive instansiybs dan 
pengetahuan lain yg ditentukan 
olehpimpinan instansi ybs. 
e) Kelompok E 
1) Bahasa Indonesia 
2) Sejarah Indonesia 
f) Kelompok F 
1) Perkembangan politik dalam negeri, 
ekonomi danpembangunan 
2) Perkembangan politik luar negeri 
terutamakerjasama ASEAN 
g) Kelompok G 
1) Karya Tulis 
Materi soal ujian pada masing-masing 
kelompok tersebut ditentukan dengan 
kisi-kisiterlampir.Khusus untuk 
materi Kelompok G, yaitu Karya 
Tulis ditentukan dengan topik 
:“Kreativitas dan Inovasi dalam 
Pelaksanaan Tugas/Pekerjaan”. 
Untuk materi ini pesertadiwajibkan : 
- Membuat karya tulis dengan 
topik yang telah ditentukan di 
atas ; 
- Mempresentasikan ide yang 
termuat dalam karya tulis kepada 
tim penguji karyatulis ; 
Ujian dinas yang dilaksanakan sesuai dengan 
program kerja Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jayapura, sejauh ini telah dilaksanakan 
dan penetapan hasilnya sejauh ini masih dalam 
tahap penilaian sebagai langkah lanjutan dari 
program tersebut, dimana setelah ditetapkan hasil 
maka akan diperoleh daftar pegawai yang 
dinyatakan lolos atau tidaknya dalam ujian dinas 
tersebut. 
 
V. KESIMPULAN  
Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini 
peneliti memberikan kesimpulan serta saran-saran 
berkaitan dengan tiga indicator yang telah 
ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS, 
indicator tersebut sejauh ini telah tercantum 
dalam program kerja Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Jayapura dan dalam tahap 
pelaksanaan program dimana salah satu 
kegiatan dalam pembinaan karir tersebut yaitu 
keterlibatan pegawai dalam sejumlah pelatihan 
yang diadakan baik oleh Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Jayapura maupun oleh 
instansi lainnya. 
2. Kenaikan Pangkat PNS, pada indicator ini 
proses pengusulannya sedang berlangsung dan 
pada prinsipnya semua pegawai diberikan 
kesempatan yang sama dalam pengurusan dan 
pengusulannya khususnya bagi para pegawai 
yang telah memenuhi persyaratan dan 
kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 
3. Ujian Dinas Tingkat I & II, program yang 
ditetapkan pada program kerja di Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura 
salah satunya adalah ujian dinas tingkat I dan 
II, program tersebut dalam tahap pelaksanaan 
pada saat ini dan berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan. 
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